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ABSTRAK : Dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara 
yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Melalui program JKK/JKM ini, setiap penduduk diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat 
mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja 
atau meninggal dunia. Pekerja mendapatkan jaminan untuk memperoleh hak-haknya 
sebagai pekerja sebelum terjadi kecelakaan dan Ahli Waris peserta mendapatkan hal 
apabila peserta meninggal dunia. 
- Dasar hukum peraturan daerah ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Penyakit Akibat Kerja; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 
Kematian, dan Jaminan Hari Tua; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah  

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pengertian JKK dan JKM, kepesertaan, tata 
cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat dan tata cara 
pembayaran manfaat JKK dan JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan 
pada sector usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa, sanksi 
administratif, dan pengawasan ketenagakerjaan. 

 
CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2023 
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